
[image: C:\Users\HP\Downloads\jtmb.jpg]Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis                          
Volume ...Number .. month 2017. Page 93-104
e-ISSN: 2477-5282  p-ISSN: 2599-3127

[image: ]
Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis is licensed under 
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.


KONSEP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PERBATASAN

Veneranda Rini Hapsari1) Benedhikta Kikky Vuspitasari 2) Deffrinica 3)

1) STIM SHANTI BHUANA, Bengkayang, Indonesia
E-mail: rini@shantibhuana.ac.id
2) STIM SHANTI BHUANA, Bengkayang, Indonesia
E-mail: kikky@shantibhuana.ac.id
3) STIM SHANTI BHUANA, Bengkayang, Indonesia
E-mail: deffrinica@shantibhuana.ac.id




Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pedagang kaki lima di daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat meningkatkan citra kawasan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bengkayang. Objek dari penelitian ini adalah para pedagang kaki lima, yang merupakan salah satu pekerjaan dengan memanfaatkan area pinggir jalan untuk berjualan, demikian juga para PKL yang terdapat di Kabupaten Bengkayang. Awalnya para PKL berjualan pada malam hari di area terminal, tapi karena di terminal akan dibangun ruko, maka PKL dipindahkan ke area Dekranasda. Di daerah tersebut dirasa agak sepi dari pembeli, sehingga PKL pindah berjualan di pinggir ruko tepi jalan yang sudah tutup. Dengan demikian sebenarnya mengganggu pemandangan pada tata kota Kabupaten Bengkayang. Namun tidak dapat menyalahkan para PKL tersebut juga, karena merupakan mata pencaharian mereka dan secara tidak langsung menambah pendapatan daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk sarana usaha PKL yang serasi dan berkesan transparan sehingga tidak menggangu estetika visual koridor di jalan tersebut, sehingga membuat jalan tersebut rapi dan menarik. 
Kata Kunci: konsep, penataan, pedagang kaki lima, perbatasan.


Pendahuluan
Di masa sekarang ini, cenderung sulit mendapatkan pekerjaan, demikian halnya di Kabupaten Bengkayang yang merupakan daerah perbatasan, dan di daerah ini banyak terdapat pemukiman penduduk, yang berasal dari banyak latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda. Penduduk di daerah ini terutama masyarakat lokal khususnya di kecamatan Bengkayang cenderung ingin  memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri ataupun sebagai karyawan swasta, sedangkan ketersediaan untuk menjadi pegawai negeri terbatas.  Dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, menyebabkan masyarakat mulai mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga dari persoalan terbatasnya pekerjaan menyebabkan terdapat masyarakat yang memiliki usaha sendiri dengan modal yang cukup minim, yaitu salah satunya sabagai pedagang kaki lima, yang cukup berpotensi bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi, modal yang rendah dan berbekal kemauan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima akan dapat diterapkan pada orang atau masyarakat tersebut. 
Kegiatan pedagang kaki lima ini sudah berlangsung cukup lama. Awalnya lokasi kegiatan pedagang kaki lima berada di dalam dan sekitar terminal, kegiatan pedagang tersebut mulai malam hari sampai subuh dan bersifat sementara, karena siang hari tempat tersebut digunakan untuk aktivitas lalu lintas. Perdagangan di jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer. Hal ini terkait dengan cirinya yang fleksibel (mudah keluar – masuk), modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Karena akan dibangun ruko di dalam terminal,  maka pedagang kaki lima dipindahkan oleh Pemerintah Daerah ke  lokasi Dewan Kerajinan Tangan Nasional Daerah, tapi karena daerah tersebut sepi dari pengunjung dan pembeli, maka para pedagang kaki lima tersebut memilih berjualan di sekitar luar terminal, di tepi-tepi ruko, awal sebelumnya pedagang kaki lima, pada awalnya dari 10 stand gerobak menjadi kurang lebih 50 stand gerobak mobil saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan ada penambahan PKL dan dengan kata lain bahwa adanya peningkatan berwirausaha dalam masyarakat. 
Berdasarkan hasil observasi sementara, ditemukan beberapa persoalan  atau permasalahan yang timbul dari kegiatan PKL tersebut, yaitu bagimana konsep pedagang kaki lima di daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat meningkatkan citra kawasan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pedagang kaki lima sehingga diharapkan dapat meningkatkan citra kawasan di Kabupaten Bengkayang.
Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu daerah yang cukup strategis sebagai tempat persinggahan orang-orang yang akan menuju kabupaten Landak, Kotamadya Singkawang ataupun yang akan melakukan perjalanan ke negeri tetangga Malaysia, sehingga pedagang kaki lima yang berdagang mendapat pengaruh yang cukup besar, karena orang-orang yang transit pada waktu lewat untuk makan, sehingga mendatangkan pendapatan yang cukup baik kepada para PKL tersebut. 
Sebagian besar PKL menawarkan barang dagangannya terutama di depan ruko pedagang yang sudah tutup, dengan jadwal kegiatan pada malam hari hingga subuh, tetapi walaupun demikian tetap saja menimbulkan tepi jalan sebagai ruang publik menjadi hilang fungsinya dengan keberadaan PKL tersebut. 
Penelitian sebelumnya mengenai jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang banyak mendatangkan pemasukan daerah, tapi di sisi lain aktivitas pedagang kaki lima tersebut mengganggu kawasan ruang publik, sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tata ruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model  pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman (Puspitasari, 2010). Selain penelitian tersebut terdapat pula penelitian seperti adanya upaya dilakukan pemerintah daerah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan pedagang kaki lima, ketika di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain hal keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Sehingga melihat dilema dalam penataan pedagang kaki lima ini maka diperlukan strategi di dalam penataan pedagang kaki lima agar bisa tetap bertahan dan tidak mengganggu di dalam perencanaan kota mengingat PKL juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (Purnawati, 2016).
Sehingga oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk meneliti mengenai penataan pedagang kaki lima dalam berwirausaha di kawasan perbatasan di Kabupaten Bengkayang ini. 
Di sisi lain mengenai keberadaan PKL tetap ingin menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang secara tidak langsung juga menunjang perekonomian daerah, tapi di sisi lain perlu adanya pola penataan fungsi tata ruang kota, sehingga dalam hal ini berarti para PKL tetap melaksanakan mata pencahariannya tanpa mengganggu fungsi tata ruang di daerah tersebut. Sehingga dari kondisi dilematis tersebut perlu campur tangan dari pemerintah daerah untuk menata keberadaan PKL yang berjualan di kawasan ruang publik tersebut. 

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang berhubungan dengan para PKL untuk mewujudkan fungsi tata ruang Kabupaten Bengkayang, yaitu bagaimana konsep pedagang kaki lima di daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat meningkatkan citra kawasan 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari para narasumber dan responden yang berhubungan dengan penelitian. Untuk penelitian di lapangan menggunakan cara observasi, wawancara. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lokasi penelitian ditentukan dengan motode purposive sampling yaitu di Kabupaten Bengkayang, dengan pertimbangan karena di tempat tersebut banyak PKL yang berjualan di kawasan umum, sehingga kawasan tersebut menjadi kurang rapi dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga dari kondisi tersebut, perlu adanya penanganan dan kebijakan dari pemerintah daerah untuk menata permasalahan tersebut. Responden dalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima di tepi jalan, yang berjualan di depan ruko.  Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara. Wawancara disesuaikan dengan perkembangan dan teori yang berhubungan dengan PKL. 


Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dari penelitian tersebut, terdapat konsep yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pedagang kaki lima, karena pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan terebut. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Dalam merumuskan kita harus dapat menjelaskannya sesuai dengan maksudnya. Sehingga tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui konsep pedagang kaki lima di daerah Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat meningkatkan citra kawasan
Pedagang kaki lima merupakan seseorang yang mempunyai usaha dengan menggunakan pinggir jalan untuk berjualan. Selain itu pedagang kaki lima merupakan mata pencaharian yang penting bagi para penjual tersebut, di sisi lain tempat yang digunakan untuk berjualan merupakan daerah publik. Sehingga dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah mesti ikut terlibat dengan persoalan tersebut. Sehingga para pedagang kaki lima tetap dapat berjualan untuk menambah penghasilan dan membiayai kebutuhan hidup dan pemerintah juga dapat menata daerah dengan baik, tanpa mengorbankan mata pencaharian pedagang kaki lima tersebut. Konsep penataan untuk ruang publik sangat mempengaruhi kesejahteraan penjual pedagang kaki lima tersebut. 
Untuk mewujudkan efisiensi kawasan publik di kabupaten, sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi, perlu adanya penataan dalam pengelolaan ruang atau tempat secara efektif dan optimal. Konsep penataan tempat yang sesuai fungsinya harus melibatkan pemerintah daerah tersebut. Karena dengan keterlibatan pemerintah daerah   maka akan dapat terwujud alokasi tempat usaha yang sesuai dengan fungsinya, sehingga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima dan secara tidak langsung menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus meningkat memang sangat membutuhkan adanya campur tangan pemerintah daerah, karena saat ini keterbatasan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga dengan adanya usaha dari pedagang kaki lima ini membawa pengaruh yang cukup besar bagi pendapatan daerah, walaupun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, keberadaan para pedagang kaki lima ini membuat sisi tepi jalan khususnya di depan toko yang sudah tutup pada malam hari membuat keberadaan jalan tidak sesuai fungsinya, selain itu dari sisi penyediaan lahan parkir yang tidak memadai. Karena dalam praktiknya pedagang kaki lima telah menggunakan fungsi fasilitas umum, sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam fungsi jalan tersebut. (Tahir, 2016)
Menurut hasil wawancara dengan pengelola pedagang kaki lima, para PKL saat ini sudah mendapat kemudahan dalam berjualan dan bewirausaha, seperti adanya kemudahan dalam mendapatkan dana, pihak pengelola bekerjasama dengan pihak bank, sehingga untuk PKL yang meminjam dalam rangka mendapatkan dana, diberikan kemudahan oleh pihak bank, karena sudah ada jaminan dari pihak pengelola PKL, sehingga PKL yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya dapat segera terealisasi. 
Sehingga dari kemudahan tersebut, membuat para PKL tidak kesulitan dana bahkan ada yang sudah memiliki investasi berupa tanah ataupun rumah. Agar keberadaan pedagang kaki lima tetap dapat dilaksanakan dalam arti para pedagang tetap dapat menjalankan usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pemerintah juga terbantu dari sisi pengurangan tingkat pengangguran di daerah, dan secara tidak langsung dapat menambah pendapatan daerah, maka pemerintah daerah dapat memberikan solusi kepada para pedagang kaki lima tersebut dengan mengadakan koordinasi dan sosialisasi sebelumnya kepada para pedagang kaki lima, seperti dengan adanya:  

1. Konsep Penyediaan Tempat untuk Berjualan. 
Dengan adanya penyediaan tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah, dapat menimbulkan rasa aman bagi para pedagang kaki lima. Karena usaha ataupun pekerjaan mereka di perhatikan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah. Walaupun di sisi lain, para pedagang pasti mengharapkan penyediaan lokasi yang strategis untuk usaha mereka, sehingga menghasilkan pendapatan atau penghasilan yang seperti diharapkan. Selain itu bagi pedagang kaki lima dapat dilakukan relokasi sesuai pasal 20 di Permendagri No. 41 Tahun 2012. 
2. Keserasian Tempat Layout Berjualan
Tujuan dari Pemerintah Daerah untuk membuat tempat layout yang seragam sehingga dapat menimbulkan keserasian dan menambah daya tarik para pengunjung. Keseragaman yang dapat dianjurkan dapat berkesan transparan, sehingga tidak mengganggu estetika visual. Keberadaan pedagang kaki lima harus memiliki pola yang dapat disesuaikan dengan tempat atau lokasi yang tersedia. Dapat dimungkinkan sarana usaha PKL menggunakan warna yang senada sehingga memberi kesan yang seragam. 
Sarana PKL dianjurkan menggunakan sarana yang tidak permanen, sehingga dapat dibongkar pasang, karena usaha PKL dilakukan pada malam hari, sehingga pada siang hari tempat yang sudah disediakan pemerintah daerah tersebut dapat difungsikan dan diberdayakan dengan kegiatan usaha yang lain. 
3. Retribusi
Untuk menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar  pasal 1 ayat 14. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialuhkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjualan.
Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap para pedagang sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, lapak kaki lima dikawasan pasar dan tempat perdagangan umum baik yang disediakan Pemerintah Daerah maupun pertokoan milik perorangan atau badan swasta lain.

Solusi Pemerintah kepada Pedagang Kaki Lima lebih mudah dipahami pada 
Gambar 1: 

Sumber : Data Olahan 2019


Pasal 14 ayat  (1) Pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan umum dalam kawasan pasar yang mempergunakan tenda, gerobak dan berjualan pada malam hari diwajibkan menggelar dagangannya dari jam 17.00 sampai dengan jam 05.00 pagi, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat berjualan masing-masing. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2010, yang mengatur tentang retribusi pelayanan pasar. Pada dasarnya para pedagang kaki lima tidak keberatan dalam memberikan retribusi, karena dengan retribusi mereka membayarkan jasa kepada pemerintah yang menyediakan tempat dan izin untuk berjualan. sehingga dengan adanya retribusi yang rutin dapat memberikan pendapatan daerah secara tidak langsung. 
Sehingga konsep tersebut berhubungan dan dapat dilaksanakan sebagaimana terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga pedagang kaki lima dapat tetap berusaha, dengan didukung oleh pemerintah. 
Program konsep penataan bagi pedagang kaki lima merupakan program yang bersifat lokalitas yaitu daerah membuat peraturan tentang fungsi dan manfaat tempat publik, sebab daerah yang lebih memahami keadaan daerah yang bersangkutan. (Azhari, 2017). Dengan adanya konsep penataan bagi pedagang kaki lima, maka akan membuat pedagang kaki lima lebih aman dalam berjualan sehingga dapat lebih fokus dan dapat mendatangkan pendapatan yg lebih baik. Dan secara tidak langsung dapat menambah pendapatan bagi daerah. 
Jika dilihat dari segi ekonomi dan sosial, maka keberadaan pedagang kaki lima dapat memberikan dampak postif pada segi ekonomi dan sosial, seperti:




Gambar 2: 

Sumber: Data Olahan 2019

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian tersebut, maka peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam konsep penataan pedagang kaki lima di Jalan Jerandeng sangat berperan, dalam mengatur ketertiban para pedagang kaki lima. Karena keberadaan para pedagang kaki lima yang di satu sisi ingin mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan di sisi lain, tempat berjualan para pedagang kaki lima merupakan milik umum, sehingga peran pemerintah daerah untuk mengatur jelas diperlukan. 
Pembinaan kepada pedagang kaki lima diperlukan untuk mensosialisasikan aturan mengenai pedagang kaki lima, sehingga terdapat penataan yang dapat berjalan dengan lebih baik. Konsep penyediaan tempat, keserasian tempat layout berjualan dapat meningkatkan daya tarik bagi pengunjung, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima dan untuk retribusi pedagang kaki lima tidak keberatan karena jumlah retribusi yang ditentukan tidak memberatkan para PKL, selain itu secara tidak langsung pemerintah daerah terbantu dari retribusi karena dapat memberikan pendapatan bagi daerah tgersebut.  
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Konsep Penyediaan Tempat untuk Berjualan


Keserasian Tempat Layout Berjualan


Retribusi


Jika para PKL sudah mempunyai tempat yang telah disediakan, maka akan membuat para PKL lebih tenang dalam berjualan 


tempat layout yang seragam sehingga dapat menimbulkan keserasian dan menambah daya tarik para pengunjung





pembayaran jasa kepada Pemerintah, atas pemberian izin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah


Pedagang Kaki Lima


Ekonomi 
- dapat mengurangi pengangguran
-menambah pendapatan para pedagang kaki lima
- dapat menambah pendapatan daerah


Sosial
-dapat mengurangi jurang pemisah antara orang yang memiliki pekerjaan dan pengangguran, karena pengangguran tersebut sudah menjadi PKL.
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